
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286}; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355}; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 18 
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
serta memperhatikan angka 6 Surat Menteri Dalam 
Negeri Nomor 188.31/7808/SJ, perlu menetapkan standar 
biaya kebutuhan makan minum rurnah tangga Pimpinan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Mempawah; 

BUPATI MEMPAWAH, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
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Mengingat 

r: - 

Menimbang 

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH 
NOMOR~ TAHUN 2018 

TENTANG 

STANDAR BIAYA KEBUTUHAN MAKAN MINUM RUMAH TANGGA 
PIMPINAN DPRD KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2018 

BUPATI MEMPAWAH 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 
Tahun 2015 ten tang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1067); 

5. Undang-Undang-Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5043); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa ka1i terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

,· 



(1) Pimpinan DPRD disediakan belanja makan minum rumah tangga dalam 
rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang 
Pirnpinan DPRD. 

(2) Belanja makan minum rumah tangga sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta 
memperhatikan prinsip efesiensi, efektivitas, rasionalitas, kepatutan dan 
kewajaran sesuai dengan kebutuhan nyata. 

(3) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan 
perlengkapannya, tidak diberikan belanja makan minum rumah tangga 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). 

Pasal 2 

BAB II 
STANDAR BIAYA KEBUTUHAN MAKAN MINUM RUMAH TANGGA 

PIMPINAN DPRD KABUPATEN MEMPAWAH 

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mempawah. 

2. Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Mempawah. 
3. Rumah Tangga adalah rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten 

Mempawah. c 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dirnaksud dengan: 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan PERATURAN BUPATI MEMPAWAH TENTANG STANDAR 
BIAYA KEBUTUHAN MAKAN MINUM RUMAH TANGGA 
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2018. 

c:, 
MEMUTUSKAN : 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 9 
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2018 
(Lernbaran Daerah Tahun 2017 Nomor 9); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif 
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Tahun 
2017 Nomor 5); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran 
Daerah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 
(Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6); 



B£RITA DAERAH KABUPATEN MJMPAWAH 
TA!WN •• ~.\~ ••• NOMOR •••• ~ •••••••• 

MPAWAH, BUPATI 

Ditetapkan 
pada tanggal 

di Mempawah 
a- l - 201s 

RIANORSAN 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pa.da tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Mempawah. 

Pasal 5 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

Biaya makan minum rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tidak diberikan dalam bentuk uang. 

Pasal 4 

(1) Standar biaya kebutuhan makan minum rumah tangga sebagaimana 
dimaksud pasal 2 sebagai berikut: 

Makan pagi/sarapan sebesar Rp.20.000,00 perorang/hari 
Makan siang sebesar Rp.40.000,00 perorang/hari 
Makan malam sebesar Rp.40.000,00 perorang/hari 

(2) Standar biaya kebutuhan makan minum sebagaimana dimaksud ayat (1) 
tidak termasuk pajak. 

Pasal 3 
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